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SUMMARY

LEGAL PROTECTION FOR OUTSOURCED WORKERS AFTER
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 168/PUU-XX1I/2023
(A Comparative Study of Indonesia and the Philippines)

Monica Akbarita Febriana
Islamic University of Malang Faculty of Law

Outsourcing is one of the drivers of the global supply chain between
countries, but its provisions are still considered inadequate, as evidenced by
various demonstrations, statements by the Minister of Manpower, and even
President Prabowo Subianto, who confirmed that the management of the
outsourcing system in Indonesia still needs to be improved. First, by analyzing how
the legal protection provisions for outsourcing workers in Indonesia were before
and after Constitutional Court Decision No. 168/PUU-XX1/2023, and second, by
comparing the laws and regulations related to outsourcing between Indonesia and
the Philippines.

The type of legal research used is normative legal research. The research
approaches used by the author in this study are the Statutory Approach,
Comparative Approach, and Conceptual Approach. The legal materials are based
on primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique for collecting
legal research materials is through document study. The collected legal materials
will be analyzed using grammatical interpretation and systematic interpretation.

Previously, outsourcing was regulated in Law No. 6/2023 and Government
Regulation No. 35/2021. After the Constitutional Court's decision, several
sentences were amended to provide legal certainty and protection. Regarding
comparisons between Indonesia and the Philippines, there are many similarities.
However, there are also several aspects that have not been regulated in Indonesia
regarding the details of prohibited practices in outsourcing, the existence of
implementation guarantees, and several applications with similar objectives but
different methods.

Regulations related to the discovery of comparisons between outsourcing
regulations in Indonesia and the Philippines can be taken into consideration when
evaluating legislation related to outsourcing in Indonesia. However, the feasibility
of adopting Philippine legisiation still needs to be reviewed.

Keywords: After the Constitutional Court Decision Outsourcing, Philippines
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RINGKASAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM ALIH DAYA PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 168/PUU-XXI/2023
(Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina)

Monica Akbarita Febriana
Universitas Islam Malang Fakultas Hukum

Alih daya salah satu penggerak Rantai pasokan global antar negara,
namun dalam ketentuannya dinilai masih kurang memadai terbukti dengan
berbagai aksi demonstran, pernyataan menteri Ketenagakerjaan hingga Presiden
Prabowo Subianto membenarkan pengelolaan sistem alih daya di Indonesia masih
perlu dibenahi, dengan menganalisis pertama bagaimana ketentuan perlindungan
hukum pekerja alih daya di Indonesia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, dan yang kedua bagaimana perbandingan
peraturan perundangan-undangan terkait alih daya antara Indonesia dan filipina.

Jenis penelitian hukum yang dipakai yakni penelitian hukum normatif,
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Perbandingan, Pendekatan Konseptual,
bahan hukum berdasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian melalui studi dokumen, Bahan
hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan Interpretasi
gramatikal dan Interpretasi sistematis.

Sebelumnya alih daya diatur dalam UU 6/2023 dan PP No 35/2021,
setalah Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat kalimat yang diubah guna
memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Terkait perbandingan Indonesia
dan Filipina memiliki kesamaan yang tidak sedikit, Namun ditemukan juga
beberapa yang belum diatur di Indonesia terkait rincian praktik yang dilarang
dalam alih daya, adanya jaminan pelaksanaan. Serta ditemukan beberapa
penerapan dengan tujuan yang hampir sama namun dengan cara yang berbeda.

Regulasi terkait penemuan perbandingan peraturan alih daya di Indonesia
dan Filipina dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi perundang-
undangan terkait alih daya di Indonesia. Namun masih perlu dikaji ulang terkait
kelayakan bilamana mengadopsi ketentuan perundang-undangan filipina.

Kata Kunci: Alih daya, Filipina, Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

viii



UNISMA

BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Rantai pasokan global merupakan jaringan yang menjangkau antar

REPOSITORY

negara hingga benua untuk penyediaan barang dan jasa dengan melibatkan

University of Islam Malang

aliran informasi, proses, dan sumber daya di seluruh dunia. Peristiwa ini terjadi
pada abad ke-20 dengan revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK),
transportasi, dan rezim perdagangan yang lebih terbuka dan meluas. Di
Indonesia regulasi tentang perluasan globalisasi ekonomi ini tertuang dalam
konsederan UU Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu penggerak globalisasi rantai
pasokan yakni dengan menerapkan alih daya!, alih daya merupakan sebuah
sistem kerja dimana perusahaan menyerahkan sebagian atau seluruh kegiatan
operasional kepada pihak ketiga.

Sistem kerja melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai
“pemborongan pekerjaan”, yang tertuang dalam pasal 1601 KUH Perdata yang
mana suatu perjanjian dimana pihak yang ke satu, pemborong, mengikatkan
diri untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu bagi pihak yang lain, yang
memborongkan dengan menerima bayaran tertentu.”? Mulai dikenal dan
diresmikan di Indonesia dalam UU No. 13 Tahun 2003 dengan 2 bentuk yakni
Pemborongan pekerjaan dan Penyedia jasa pekerja/buruh, selanjutnya istilah
alih daya sendiri pertama kali dikenal melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 012/PUU-I/2003 dalam perkara Permohonan Pengujian UU No. 13

1 Muhammad Hirza Barizi and Reza Triarda, “RANTAI PASOKAN GLOBAL DAN NASIONALISME
SUMBER DAYA ALAM: KAJIAN TERKAIT HILIRISASI NIKEL DI INDONESIA,” Indonesian Journal of
International Relations 7, no. 2 (2023): 312-38, https://doi.org/10.32787/ijir.v7i2.466.

2 M Fauzi, Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
(Outsourcing), June 2006, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/setiyoutomo,+2.+Fauzi+new.pdf.
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UNISMA 2

Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan selanjutnya disempurnakan kembali oleh UU No. 6 Tahun 2023.
Namun dalam praktiknya, regulasi alih daya dalam UU No. 6 Tahun 2023

dianggap terlalu memihak pada investor. karena aturan yang mendukung

REPOSITORY

karyawan/pekerja dinilai cenderung untuk menghambat investasi dan
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pertumbuhan ekonomi.? akibatnya hak pekerja alih daya melemah mulai dari
upah dibawah standar, dan tidak adanya jaminan sosial seperti kesehatan dan
ketenagakerjaan. Hal ini jelas melanggar ketentuan dalam Pasal 28D Undang-
Undang Dasar 1945, yang mana setiap orang berhak atas jaminan, dan
perlindungan serta kepastian hukum yang adil.

Menurut Dr. Amalinda Savirani, UU Nomor 6 Tahun 2023 dinilai menjadi
bentuk negara melepaskan diri dari pemenuhan hak dasar khususnya hak
pekerija alih daya di setiap kali ditemukan persoalan inefisiensi ekonomi. Menteri
Ketenagakerjaan Yassierli ikut menanggapi tekait hal ini, ia menyampaikan
memang kerap timbul beberapa permasalah dalam sistem alih daya.* Beberapa
hal yang ditemukan yakni banyaknya kasus dimana gaji yang diterima pekerja
bahkan tak sesuai dengan nominal yang tercantum dalam kontrak, Pekerjaan
inti atau core busines ikut dialihdayakan, PHK yang bisa datang kapanpun dan
lainnya.®

Permasalahan alih daya kerap menimbulkan kesenjangan antara

perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (PPJP), perusahaan pengguna, dan

3 Dodik Wahyono, “Investasi Daerah dalam Teori Modernisasi,” KABILAH: Journal of Social
Community 6, no. 1 (2021): 1-7, https://doi.org/10.35127/kbl.v6i1.4648.

4 Tim CNN Indonesia, “Prabowo Bakal Hapus Outsourcing, Pengusaha Buka Suara,” CVNV Indonesia
(blog), Mei 2025, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250503100618-92-1225264/prabowo-
bakal-hapus-outsourcing-pengusaha-buka-suara.

> M Rodhi Aulia, “Daftar Kebobrokan Sistem Outsourcing Versi Menaker Yassierli: Dari Gaji Tak Layak
Hingga PHK Kapan Saja,” Metro TV, May 2025, https://www.metrotvnews.com/read/kewCMM8p-
daftar-kebobrokan-sistem-outsourcing-versi-menaker-yassierli-dari-gaji-tak-layak-hingga-phk-
kapan-saja.
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pekerja. Kesenjangan ini juga di temukan dalam regulasi yang mengantur para
subjek. dalam UU No. 6 Tahun 2023 tidak sedikit pasal dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan di hapus, dimana pasal tersebut yang memberi perlindungan

hukum terhadap pekerja alih daya. Salah satunya tidak ada lagi batasan bagi

REPOSITORY

pekerjaan apa saja yang dapat dialih daya kan. Hal ini dapat menimbulkan
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ketidakpastian dalam pelaksanaan sistem ini dan masih banyak lagi. Ketentuan
dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2023 ini pada akhinya memicu keluhan oleh
pekerja/buruh terkait perlindungan hukum yang kurang memadai hingga
diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hasilya, MK mengeluarkan
putusan NO. 168/PUU-XXI/2023 dan hasil dari putusan ini bersifat sesuai
dengan asas erga omnes sehingga akan mengatur dan mengikat bagi setiap
warga negara.

Presiden ke-8 prabowo subianto menyampaikan bahwa akan
menghapus sistem alih daya di Indonesia, namun masih dalam kajian lebih
lanjut karena menghapus alih daya di Indonesia bukan solusi yang tepat untuk
menyelesaikan permasalahan ini melihat investor yang ada dan pekerja alih
daya di Indonesia yang tidak sedikit.® Merujuk pada data Forom Komunikasi
Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (FADI) terdapat kurang lebih 3 Juta
karyawan outsourcing yang tersebar dalam sebesar 3.000 perusahaan alih
daya.” nyatanya bukan hanya tentang pekerja saja yang perlu di kaji ulang
namun masalah tata kelola yang baik penting untuk di benahi oleh pemerintah.
Penataan tata kelola yang baik dalam suatu perusahaan bahkan negara akan

membuka kepuasan dari seluruh pihak dan menciptakan iklim investasi yang

6 Tim BBC News Indonesia, “Prabowo janji hapus outsourcing, realistis atau sekadar ucapan manis?,”
BBC NEWS Indonesia, Mei 2025, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqx45rp9p81o.

7 Dewi and Juwita Sari, Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sistem Outsourcing Di Indonesia
Perspektif Prinsip Muamalah., 2021, hal 6.
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kondusif hingga membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan yang
mumpuni untuk setiap pelaku usaha. Dalam hal ini perlu untuk mengkaji negara
dengan sistem pengelolaan alih daya yang lebih baik untuk mendapatkan

gambaran dalam bagaimana cara mengelolaanya dari segi regulasi. Seperti
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Filipina yang dimana pendukung perekonomian di negara ini yakni menerapkan
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sistem bisnis alih daya.®

Difilipina pengelolaan bisnis Alih daya ini di rancang sedemikian rupa,
walaupun tidak memiliki Undang-Undang yang secara langsung menjurus pada
Alih Daya seperti di Indonesia peraturan alih daya di Filipina tunduk pada
Hukum dan Prinsip Umum yang tertuang dalam beberapa undang-undang,
salah satunya dalam Civil Code of the Phljppines yang menguraikan tentang
kewajiban dan kontrak hingga penyelesaian sengketa, Presidential Decree No.
442, The Labor of Code The Philippines 1974 tentang hubungan kerja yang
dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga, dan peraturan lainnya yang
sekaligus melindungi hak pekerja serta pemberi kerja. Aturan inilah yang
menjadi salah satu terciptanya prestasi yang luar biasa sehingga memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. pada tahun 2019,
diperkirakan 1,3 juta orang Filipina dipekerjakan oleh lebih dari 1000
perusahaan BPO, yang menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 8-
10%.° Negara ini juga memiliki mangsa pasar yang terus meningkat sebesar
16-18% dalam perdagangan BPO global. Menurut Contact Center Association
of the Philippines (CCAP), total pendapatan industri ini mencapai sekitar USD

23 miliar pada tahun 2018. Perkiraan menunjukkan bahwa angka ini akan

8 Tim CNN Indonesia, op cit

9 Cristela Mae C. Candelario et al., “Integrative Review of Workplace Health Promotion in the Business
Process Outsourcing Industry: Focus on the Philippines,” Public Health in Practice 7 (June 2024):
100476, https://doi.org/10.1016/j.puhip.2024.100476.

<
=
N
=
=
=
=
©
wid
o
o
=
©
T
©




UNISMA 5

meningkat menjadi USD 40 miliar pada tahun 2022, yang berpotensi
menempatkan layanan BPO sebagai kontributor yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan.?

Alih Daya di Filipina telah banyak melayani perusahaan besar dan cukup

REPOSITORY

terkemuka di beberapa negara contohnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa, dan

University of Islam Malang

Australia. Industri IT-BPM-nya diperkirakan akan terus berkembang,
menjadikannya pilihan utama bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan
tenaga alih daya.!! Hingga sering dinobatkan dengan julukan "ibu kota pusat
panggilan dunia”. Dalam Asosiasi Teknologi Informasi-Manajemen Proses Bisnis
Filipina (IBPAP) mereka telah memproyeksikan tingkat pertumbuhan
pendapatan sebesar 7% pada industri alih daya proses bisnis pada tahun
2024.12

Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada perbandingan ketentuan
Indonesia dan Filipina, dengan mencari perlindungan hukum sistem alih daya
sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023
yang selanjutnya dianalisis untuk dicari perbedaan regulasi di Indonesia dan
Filipina. Pentingnya pengelolaan yang baik dari perusahaan alih daya
meminimalisir adanya ketidakadilan dalam ketentuan antara PPJP,
pekerja/buruh dan perusahaan pengguna, oleh karena itu, penulis tertarik
untuk melakukan analisa ketentuan perundang-undangan pada sistem alih daya

di Indonesia dan Filipina guna mencari solusi untuk mengatasi gab yang

10 Tbid

11 Dion Tality, “Real Businesses and Examples of Outsourcing Companies in the Philippines,”
Unitycommunications Business Process Outsourcing, June 17, 2024.

12 Kerwin Tan and Veronica Balbin, “Philippines: Technology Outsourcing,” Legal500, 2025,
https://www.legal500.com/guides/chapter/philippines-technology-
outsourcing/#:~:text=In%202024%2C%?20a%?20new%?20statute, termination%2C%20and%20res
olution%200f%?20disputes.
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ditemukan dalam sistem pengelolaan alih daya di Indonesia yang akan dikemas

dalam penelitian berjudul : PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM

ALIH DAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 168/PUU-

XXI/2023 (Studi Perbandingan Indonesia dan Filipina)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum pekerja alih daya di Indonesia
sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-
XX1/2023?

2. Bagaimana perbandingan peraturan perundangan-undangan terkait alih

daya antara Indonesia dan filipina?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakunnya penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait
sistem alih daya di Indonesia pasca turunnya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 168/PUU-XXI/2023.

2. Untuk membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan regulasi
terkait di Filipina.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teroritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar
pengembangan ilmu hukum di bidang Ketenagakerjaan khususnya alih
daya . Yang mana dalam mekanisme penerapannya untuk sekarang dinilai
masih kurang kondusif dan diperkirakan kurang matang di beberapa

regulasi terkait serta melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman



dan menjadi bahan pertimbangan mengambil kebijakan dalam
memutuskan beban regulasi yang adil bagi seluruh pihak
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis

REPOSITORY

kepada stakeholders atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil

University of Islam Malang

penelitian.
a. Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan atau dijadikan
pandangan akan pembenaran regulasi yang ada sekarang dan mulai
menegakkan perlindungan hukum alih daya yang adil untuk berbagai
pihak serta pengawasan akan peraturan perundang-undangan yang
lebih khusus terkait sistem alih daya .
b. Perusahaan Alih daya
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar
pijakan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh
perusahaan Alih daya .
c. Pekerja Alih daya
Dengan adanya penelitian ini diharapkan para pekerja alih daya
semakin termotivasi untuk terus bergerak maju dan dinamis melihat
perkembangan teknologi yang semakin maju diharapkan dapat mulai
menyadari betapa besarnya kesempatan yang perlu untuk dilirik dan

tidak dipandang sebelah mata.

E. Orisinalitas Penelitian
Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian

tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:
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No. PROFIL JUDUL
1. DEFI SATIATIKA
SKRIPSI PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ALIH
DAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
UNIVERSITAS ISLAM KONSTITUSI NO.27/PUU-IX/2011
NEGERI SYARIF
HIDAYATULLAH

RUMUSAN MASALAH

. Bagaimana pengaturan jenis pekerjaan alih daya menurut

perundangundangan yang berlaku di Indonesia ?

. Apa saja jenis perlindungan pada jenis pekerjaan alih daya ?
. Bagaimana perlindungan bagi pekerja/buruh alih daya pasca putusan

MK. No.27/PUU-IX/2011 ?

HASIL PENELITIAN

Pada awalnya pengaturan perundang-undangan ketenagakerjaan
jenis pekerjaan alih daya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun pelaksanaan alih
daya menurut UndangUndang tersebut oleh pihak pekerja dianggap
belum melindungi hak-hak pekerja dan tidak memberikan jamian
kepastian karir. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai reaksi dari
kalangan pekerja untuk menuntut hakhaknya.

. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan

tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan
pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial
ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.
Perlindungan hukum pekerja alih daya  diterapkan untuk
melindungi para pekerja/buruh alih daya dari kesewenang-
wenangan pihak pemberi kerja/pengusaha. Campur tangan
pemerintah dalam melindungi hak pekerja alih daya merupakan
faktor yang sangat penting. Namun, perundang-undangan di
bidang ketenagakerjaan hanya melindungi buruh secara yuridis
dan peraturan itu belum cukup melindungi hak-hak pekerja alih
daya bila dalam pelaksanaanya tidak diawasi oleh seorang ahli
yang harus mengunjungi tempat kerja pekerja alih daya pada
waktu-waktu tertentu.

. Judicial Review Pasal 59, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 Undang-

Undang Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan alih daya
terhadap UndangUndang Dasar 1945 merupakan salah satu
bentuk reaksi kaum pekerja/buruh dalam menuntut hak-haknya
sebagai pekerja alih daya . MK sebagai lembaga yang berwenang
menguji materi Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar
1945 memutus permohonan perkara tersebut melalui putusan




Mahkamah Konstitusi No.27/PUU-IX/2011. Dalam putusannya, MK
memutus menerima sebagian permohonan dan menyatakan
bahwa Pasal 65 ayat (7) dan Pasal 66 ayat (2) b Undang-Undang
Ketengakerjaan inkonstitusinal bersyarat terhadap Pasal 27 ayat
(2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945. MK kemudian memberikan dua model perlindungan
dan jaminan hak bagi pekerja/buruh alih daya yakni, pertama,
membentuk perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan
yang melakukan pekerjaan alih daya tidak berbentuk PKWT,
melainkan PKWTT. Kedua, menerapkan prinsip pengalihan
perlindungan bagi pekerja dengan Transfer of Undertaking
Protection of Employment (TUPE).

4. Setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011,
Kemenakertrans menerbitkan Permenakertrans No.19 Tahun
2012. Setelah hadirnya Permenakertrans No.19 Tahun 2012,
perusahaan alih daya harus melaksanakan prinsip pengalihan
perlindungan bagi pekerja/buruh alih daya yang dimuat dalam
klausul yang terdapat pada perjanjian kerja pemborongan
pekerjaan ataupun perjanjian kerja penyedia jasa pekerja/buruh.
Dengan dilaksanakannya prinsip ini, jika suatu waktu terjadi
pergantian perusahaan pemborongan pekerjaan ataupun
perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh, hak-hak pekerja serta
masa kerja yang telah dilalui pekerja pada persusahaan yang lama
tetap tetap dianggap ada dan diperhitungnkan oleh perusahaan
penyedia jasa pekerja yang baru.

REPOSITORY
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PERSAMAAN Menganalisis tentang alih daya pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi.

PERBEDAAN Menganalisis dan mengkaji tentang alih
daya lebih mendalam pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi terbaru dan
membandingkan hasil putusan dengan

regulasi di negara lain.

No. PROFIL JUDUL
2. FAUZAN HENDRAWAN STUDI KOMPARASI TERHADAP TENAGA
KERJA ALIH DAYA (ALIH DAYA ) DI
SKRIPSIT DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13
UNIVERSITAS TAHUN 2003 TENTANG
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BHAYANGKARA SURABAYA | KETENAGAKERJAAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG CIPTA KERJA

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penggunaan tenaga kerja alih daya (alih daya ) di
dalam hubungan industrial ?

2. Bagaimana pengaturan hukum tenaga kerja alih daya di dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta kerja ?

HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan alih daya (Alih Daya) dapat dilihat dalam Pasal 64,
Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Cipta Kerja, yang
menyatakan bahwa Perusahaan dapat menyerahkan sebagian
pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya, melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja
atau buruh yang dibuat secara tertulis berdasarkan PKWT dan
PKWTT, kemudian adanya pembatasan pula dari sisi jenis
pekerjaan, perjanjian kerja, dan status badan hukum perusahaan
outcourcing sebagai penerima pekerjaan. Hubungan yang tercipta
antara tenaga kerja dan perusahaan penerima pemborongan atau
perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh mulai ada saat
tercapainya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Kerja
yang kemudian atas hal ini lahirlah hubungan kerja.

2. Ketentuan mengenai Alih daya sebelumnya diatur dalam Pasal 64
sampai dengan Pasal 66 Undang - Undang Ketenagakerjaan. Pasal
64 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perusahaan dapat
menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan  kepada
perusahaan lainnya melalui dua jenis alih daya (alih daya ) yaitu
pemborongan pekerjaan (job supply) atau penyediaan jasa
pekerja/buruh (labor supply). Pasal 65 dan Pasal 66 kemudian
membahas pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa
pekerja/buruh secara berturut- 73 turut termasuk jenis dan syarat
pekerjaan penunjang yang dapat diborongkan atau kegiatan jasa
penunjang yang dapat dilakukan penyediaan jasa pekerja/buruh.
Pasal 65 dan Pasal 66 juga mengatur konsekuensi dari tidak
dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pekerjaan, yaitu
beralihnya hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan
perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia
jasa menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan
perusahaan pemberi pekerjaan

3. Pasca berlakunya UU Cipta Kerja dan Perturan Pemerintah
35/2021, Pasal 64 dan Pasal 65 Undang - Undang
Ketenagakerjaan dihapuskan dan pengaturan penyediaan jasa
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pekerja/buruh dalam Pasal 66 diubah menjadi pengaturan tentang
hubungan kerja antara perusahaan Alih Daya dengan
pekerja/buruh yang dipekerjakannya, dengan demikian Undang —
Undang Cipta Kerja menghapus pembagian alih daya ke dalam
jenis pemborongan pekerjaan atau jenis penyediaan jasa
pekerja/buruh. Undang - Undang Cipta Kerja juga menghapuskan
pasal-pasal dalam Undang - Undang Ketenagakerjaan yang
mengatur tentang syarat serta pembatasan jenis pekerjaan
penunjang dan/atau kegiatan jasa penunjang yang dapat secara
sebagian diserahkan kepada perusahaan lain.

REPOSITORY

University of Islam Malang

PERSAMAAN Mengkaji dan menganalisis Alih daya
dengan melakukan perbandingan

antar perundang-undangan

PERBEDAAN Pembanding yang digunakan perundang-
undangan antar negara, antara
peraturan perundang-undangan

Indonesia dan Filipina.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL JUDUL
MONICA AKBARITA PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA SISTEM ALIH
FEBRIANA DAYA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
SKRIPSI KONSTITUSI NO. 168/PUU-XXI/2023 (Studi
UNIVERSITAS ISLAM Perbandingan Indonesia dan Filipina)
MALANG

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Ketentuan Perlindungan Hukum Pekerja Sistem Alih daya di
Indonesia Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

168/PUU-XXI/2023?
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2. Bagaimana Perbandingan Peraturan Perundangan-undangan terkait Alih

daya antara Indonesia dan Filipina?

NILAI KEBARUAN
1. Analisa hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XX1/2023

dimana hasil putusan tersebut merupakan yurisprudensi yang perlu
untuk di perhatikan guna mengawal kelanjutan perundang-undangan
terkait alih daya di Indonesia ke pengaturan yang lebih memberi

perlindungan hak para pekerja secara adil dan bijak.

2. Pengembangan ilmu ketenagakerjaan khususnya terkait sistem alih
daya di Indonesia dengan membandingkan peraturan perundang
undangan di Filipina yang telah berhasil mengelola sistem alih daya

dengan baik

F. Metode Penelitian
Guna menghasilkan penelitian yang memenuhi kaidah penelitian hukum
sesuai dengan penelitian hukum, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
jenis penelitian hukum normatif, untuk menemukan suatu aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu
hukum tentang peraturan perundang-undangan alih daya di Indonesia
yang dinilai kurang memadai dalam memberikan kesejahteraan
pekerja/buruh alih daya. Dengan meneliti aturan perundangan baik ditinjau
dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun
hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal) yang selanjutnya di

analisis secara mendalam tentang perbandingan peraturan perundang
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undangan alih daya di Filipina dan Indonesia pasca putusan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah:
a. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum
yang sedang diteliti. Dalam hal ini, peneliti menganalisis tentang
ketentuan sistem alih daya pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.
168/PUU-XXI/2023 dan akan dibandingkan dengan peraturan
perundang-undangan Filipina yang menjadi negara dengan bisnis Alih
daya yang cukup maju. Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum
peneliti akan mencari peraturan perundang-undangan yang memiliki
hubungan dengan alih daya dan mengkaji lebih mendalam tentang
pelaksanaan dan hak-hak alih daya .

b. Pendekatan Perbandingan ( Comparative Approach)

Pendekatan yang dilakukan dengan mengkomparasikan sistem
hukum atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan
peraturan perundang-undang yang berlaku di Filipina. Peneliti akan
lebih banyak menggunakan pendekatan ini dengan menelusuri
peraturan perundang-undangan pada Filipina terkait pengaturan alih
daya dinegara tersebut untuk diambil dan dianalisis guna melengkapi

kekurangan sistem hukum yang ada di Indonesia, serta diharapkan
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dapat di uji dengan seksama dan direalisasikan oleh pemerintah untuk
Indonesia yang lebih baik dan kondusif.
c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual yakni metode yang berawal dari
pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan
mempelajari berbagai pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum
Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji konsep
atau gagasan hukum mengenai alih daya di Filipina.

4. Jenis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum penelitian ini menggunakan teknik
pengumpulan studi kepustakaan, dengan mengambil dan mempelajari dari
berbagai tulisan keilmuan yakni berbagai buku, peraturan perundang-
undangan dan dokumen lain yang relevan dengan pembahasan alih daya
yang menjadi objek yang akan diteliti guna memecahkan permasalahan
yang dihadapi.

Bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum
yuridis normatif ini berdasar pada bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier yang masing-masing sebagai berikut:

4.1 Bahan Hukum Primer
bahan hukum seperti perundang undangan, Putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan
terbuka dan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan. Sebagai tambahan bahan hukum primer yakni semua
yang ada dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Bahan

hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni:
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Civil Code of the Philippines

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republic Act No. 5416, Sosial Welfare Act of the Philippines 1968
Republic Act No. 8293, Intellectual Property Code of the
Philippines 1997

Republic Act No. 9679, Home Development Mutual Fund Law of
the Philippines 2009

Republic Act No. 10173, Data Privacy Act of the Philippines 2012
Republic Act No. 11223, Universal Health Care Act of the
Philippines 2019

Undang-Undang = Nomor 13  Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah
Konstitusi

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
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Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi
Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Presidential Decree No. 442, The Labor Code of The Philippines
1974

Presidential Decree No. 851, 13th — Month Pay Law 1975
Department Order No. 174, Series of 2017

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan

International Labour Organization, 2016

Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan-bahan sekunder

berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi'3. Bahan-bahan yang digunakan oleh

peneliti terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, hasil penelitian hukum

13 bid,
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(skripsi), artikel, internet yang relevan dengan pembahasan tau topik
tentang outsourcicng di Indonesia maupun di Filipina.
4.3 Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan bahan untuk memberikan

REPOSITORY

penjelasan akan bahan hukum sebelumnya seperti bahan hukum

University of Islam Malang

primer dan sekunder dan peneliti memanfaatkan seperti penjelasan
akan perundang-undangan, ensiklopedi, kamus hukum, dan
sejenisnya sebagai bahan tambahan untuk membantu menafsirkan
bahanhukum primer dan sekunder.
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini yakni melalui studi dokumen. Teknik ini merupakan suatu alat
pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis
dengan mempergunakan content analisys.!* Dengan menghimpun data
melalui kajian literatur terhadap bahan-bahan hukum, baik primer,
sekunder, maupun tersier.’® Teknik ini digunakan untuk mengkaji dan
menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian
terdahulu dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian yang ini yakni alih
daya .
6. Teknik Analisis Bahan Hukum
Bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis untuk mencari tahu

tentang permasalahan dalam penelitian ini, setalah itu melakukan

14 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), hal. 21.
15 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hal.192
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penafsiran dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum, metode yang
digunakan dalam menginterpretasi hukum berupa:

a. Interpretasi gramatikal, yakni Teknik analisis dengan menafsirkan
kata-kata dalam undang-undang disini peneliti menggunakan
undang-undang yang mengatur tentang alih daya di Indonesia dan
Filipina.

b. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan
cara mengkaji hubungan antara pasal satu dengan lainnya.

G. Sistem Penulisan

Proposal ini berisi empat bab, disetiap babnya menjelaskan isi dari
penelitian yang ditulis oleh peneliti. Adapun sistematika dalam penelitian ini

sebagai berikut:

BAB I : | PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat uraian tentang latar belakang
landasan yuridis, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II : | TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua ini menjelaskan daripada perlindungan hukum,

alih daya, dan putusan mahkamah konstitusi.

BAB III : | HASIL DAN PEMBAHASAN




REPOSITORY

University of Islam Malang

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©

19

Bab ini akan menjawab persoalan tentang rumusan
masalah penelitian ini, yakni ini tentang perlindungan
pekerja sistem alih daya sebelum dan sesudah Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan
Perbandingan peraturan perundang undangan terkaid alih

daya di Indonesia dan Filipina.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir berisi tentang kesimpulan dan saran penulis

yang diperoleh dari hasil penelitian ini




BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

REPOSITORY

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan perlindungan hukum pekerja sistem alih daya di Indonesia

University of Islam Malang

sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-
XX1/2023, tidak memiliki perubahan yang besar melainkan pada jenis
pekerjaan yang dapat dialih dayakan. Perlindungan hukum alih daya
sebelum putusan diatur dalam UU 6 tahun 2023 yang mengatakan
bahwa alih daya memiliki jenis pekerjaan dan akan diatur dalam
peraturan pemerintah, namun sampai sekarang belum juga
diundangkan, oleh karenanya proses peralihan ketentuan alih daya
masih merujuk pada pp 35 tahun 2021. Setelah Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023, hakim memperjelas menteri yang
akan menetapkan sebagian pelaksaan pekerjaan/jenis pekerjaan, hal ini
dilakukan supaya memiliki standart kejelasan jenis pekerjaan guna
melindungi pekerja dengan memberikan hukum yang adil bagi pekerja
mengenai hak dasar yakni tidak lagi dilakukan semena mena tanpa
adanya pembatasan jenis pekerjaannya dalam perjanjian kerja.
Sehingga setelah Putusan Mahkamah Kontitusi ini, maka berpotensi
melahirkan undang undang baru yakni peraturan menteri
ketenagakerjaan.

2. Perbandingan peraturan perundang-undangan alih daya di Indonesia
dan Filipina tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Ditemukan

Indonesia dan Filipina memiliki kesamaan yang tidak sedikit, mulai dari

104

<
=
N
=
=)
=
s
©
wid
o
o
=
©
T
©




105

syarat kontrak, hubungan kerja, Upah dan Mekanisme Pemutusan
Hubungan Kerja, Namun ditemukan juga beberapa yang belum diatur di
Indonesia terkait rincian praktik yang dilarang dalam alih daya,

dilegalkannya principal untuk meminta Jaminan Pelaksanaan. Serta

REPOSITORY

ditemukan beberapa penerapan dengan tujuan yang hampir sama

University of Islam Malang

namun dengan cara yang berbeda yakni dalam ketentuan mengenai,
syarat dilegalkannya perusahaan alih daya. Sehingga untuk lebih
melindungi hak pekerja dan membangun kepercaaan pemberi kerja dan
pekerja, Indonesia dapat mengadopsi beberapa ketentuan terkait
penjelasan larangan eksploitasi buruh, menambahkan syarat
perusahaan alih daya, adanya praktik yang secara tegas tidak
diperbolehkan atau dilarang dan solusi terkait kelangsungan kerja bagi

pekerja alih daya.

B. Saran
Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian
untuk stakeholder sebagaimana yang sudah di rincikan dibawah ini:
1. Pemerintah

Putusan Mahkamah Konstitusi sebaiknya segera ditindak lanjuti terkait
pembuatan peraturan perundang undangan dan penyusunan aturan
pelaksana yang baik dan terperinci terkait pembuatan peraturan
perundang undangan sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Selanjutnya
mengenai hasil dari perbandingan regulasi terkait Indonesia dan Filipina
dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi perundang-undangan
terkait alih daya di Indonesia. dengan mengadopsi beberapa peraturan

terkait outsourcing di Filipina seperti praktik yang dilarang, syarat
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perusahaan alih daya dan lainnya. hal ini akan sangat membantu
kemajuan dan meminimalisir ketidakpuasan pemberi kerja dan
meningkatkan kepercayaan pekerja sekaligus pemberi kerja. Namun
hasil analisis ini masih perlu dikaji ulang terkait kelayakan bilamana
mengadopsi ketentuan perundang-undangan filipina, ditinjau dari segi
kebiasaan masyarakat serta tujuan dan cita-cita bangsa.

Perusahaan Alih Daya

Perusahaan Alih daya di kenankan untuk memperluas relasi dalam
mejangkit perusahaan pemberi kerja supaya dapat terus
memperkerjaakan pekerja dan lebih mendapat keuntungan jika
jangakauannya seperti filipina yakni luar negeri. Selanjutnya disarankan
untuk terus mengikuti perkembangan ketenagakerjaan khususnya alih
daya, PKWT dan Pengupahan karena ketiga ini menjadi salah satu pokok
pembahasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-
XX1/2023, artinya akan ada ketentuan baru untuk menindaklanjuti akan
putusan tersebut.

Pekerja Alih Daya

Dengan adanya penelitian ini pekerja alih daya dapat memanfaatkan
pengetahuan didalamnya terkait hak-hak apa saja yang seharusnya
melekat pada dirinya dan kawan seperjuanganya, dan dapat digunakan
sebagai bahan dalam melindungi dirinya sendiri bila mana terdapat

penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di tempat kerja.
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